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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang
cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan
akuntabel diperlukan dalam rangka memberikan kepastian
hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi
dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang
dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa dengan telah diakomodirnya beberapa nonperizinan
secara terintegrasi melalui elektronik, terdapat
penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang tidak lagi
diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan ketentuan
Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Berusaha di Daerah, perlu ada pendelegasian
wewenang penyelenggaraan perizinan di daerah guna
memberikan kepastian hukum berusaha serta meningkatkan
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga
kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan kepada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);



Menetapkan

11. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan
NonPerizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung
Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021
Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 64)
diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEP. BAGIAN HUKUM,

LAH, S.H.

NIP.19¥10¢02 200604 1 005



LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO

JENIS NONPERIZINAN

Rekomendasi di Bidang Pertambangan

Rekomendasi Terminal Khusus

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya

Salinan sesuai deng

KEPALA

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BURHANUDIN

aslinya
UKUM,

NIP.19710602/200604 1 005



